
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 75 TAHUN 2019 

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 

2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG 

JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 13 TAHUN 2019 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 

PM 71 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN 

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mcnyikapi perkembangan kondisi

dan praktik pengelolaan Barang Milik Negara sangat 

dinamis dan untuk menjamin efcktivitas, efisiensi, serta 

kualitas pclaksanaan tugas dan fungsi dalam pengaturan 

mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

pengelolaan barang milik negara di lingkungan 

Kementerian Perhubungan, sehingga perlu ditetapkan 

oleh Menteri melalui Keputusan Menteri; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang
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Mengingat

Menetapkan :

Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab 

Pengèlolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Perhubungan sebagaimana ' telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang 

Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab 

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet

Indonesia Maju Période Tahun 2019-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 71 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN

SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 

TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN 

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN

Pasal 1

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 

tentang Pelimpahan Scbagian Wewenang dan Tanggung 

Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1000) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian 

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik 

Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 308) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1689

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI


